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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 68 TAHUN 2012 
TENTANG 

TATA CARA PELAPORAN  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan 
Administrasi Kependudukan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4674); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5080); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4736); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan 
Dokumen Kependudukan Bagi penduduk Rentan 
Administrasi Kependudukan; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan 
Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat 
Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan 
Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 317), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 168); 

12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Kesehatan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 
Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan 
Penyebab Kematian; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan 
dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA 
CARA PELAPORAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan 
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

2. Pelaporan adalah proses penyusunan dan mekanisme penyampaian 
laporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

3. Laporan adalah himpunan data dan informasi hasil penyelenggaraan 
administrasi kependudukan agregat hasil pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di 
kabupaten/kota yang disusun berdasarkan jenis, format, dan waktu. 

4. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 
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penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan 
Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat 
Keterangan Kependudukan. 

5. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh 
seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. 

6. Data kependudukan adalah Data perseorangan dan/atau data agregat 
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil. 

7. Pendayagunaan Data Kependudukan adalah pemanfaatan hasil 
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui sistem 
informasi administrasi kependudukan. 

8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota yang 
mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang 
dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

9. Penyelenggara Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, 
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang 
bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi 
Kependudukan.  

10. Penduduk rentan administrasi kependudukan adalah Penduduk yang 
mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan 
yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana social. 

Pasal 2 
(1) Bupati/Walikota melaporkan penyelenggaraan Administrasi 

kependudukan di kabupaten/kota kepada Gubernur. 
(2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan Administrasi kependudukan di 

provinsi kepada Menteri.  
Pasal 3 

Tujuan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan, meliputi: 
a. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

pelaporan dibidang administrasi kependudukan; 
b. Meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan; dan 
c. Memberikan gambaran persoalan dan penyelesaiannya atas 

pelaksanaan administrasi kependudukan. 
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